BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas
maka, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan Keterlambatan Penyusunan APBDes antara
lain: a) Sumber Daya Manusia (SDM), b) Fasilitas sarana dan prasarana, c)
Faktor penguasaan teknologi, d) Faktor keterbatasan dana operasional, e€)
Minimnya kualitas pendidikan dan pengalaman kerja, f) Keterlambatan

penetapan Peraturan Bupati.

6.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai
berikut:

1. Pemerintah Desa Noelbaki perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) yang berkomponen dalam bidang Teknologi Informasi, dan Akuntansi.
Pemerintah desa juga perlu mengikuti pelatihan secara berkala, berkelanjutan
dan merata, kemudian dilakukan evaluasi kinerja perangkat desa untuk
mengetahui sejauh mana perangkat desa menerapkan ilmu yang didapat dalam
pelatihan yang diikuti.

2. Pemerintah desa berupaya untuk menambah fasilitas pendukung guna
memperlancar penyusunan APBDes

3. Pemerintah Desa terus melakukan evaluasi kerja guna menghindari kelalaian

yang dilakukan terhadap program kerja dan warga.
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4. Pemerintah desa meningkatkan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi dalam
agenda musyawarah dan juga memahami apa saja yang dibutuhkan oleh
masyarakat.

5. Perlunya meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang dibutuhkan dalam

pengelolaan anggaran desa.
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